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ABSTRAK 
 
 
 
Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang  sama besarnya dengan 
Notaris. Adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti 
juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya sebagaimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada Notaris 
dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). 
Penulis  dalam  penelitian  ini  ingin  menelaah  dan menganalisa lebih 
lanjut apakah  ketentuan  Pasal  66  UUJN  berlaku terhadap Notaris Pengganti 
dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitupenelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahanhukum sekunder 
sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakanpendekatan 
undang-undang dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 UUJN 
hanya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris saja tetapi tidak termasuk 
didalamnya Notaris Pengganti. Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti 
berkaitan dengan pemanggilan dalam kepentingan peradilan masih mengikuti 
ketentuan yang bersifat umum yaitu melalui kewajiban ingkar dan hak ingkar. 
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ABSTRACT 
 
 
Substitute notary holds important responsibility same as notary public. The 
responsibility of substitute notary in conducting duty requires legal protection as 
it is mentioned in the Legal Constitution of Notary Public Position (UUJN) article 
66. 
The present study aims to examine and elaborate further about whether the 
provision of Notary Public Position (UUJN) article 66 applies to the Subtitute 
Notary and the form of legal protection to the Substitute Notary.The method used 
in the present study is a normative legal research, namely legal research which is 
conducted by examining the library materials or secondary law while in finding 
and collecting the data is done by two approaches, namely the law and c 
onceptual approaches.  
 The present study concluded that article 66 UUJN stipulated legal 
protection for notary public not for substitute notary.Legal protection for 
substitute notary concerning notification of the judicial interest is general in 
which it is based on negation of denial and obligation. 
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1) Karakteristik jabatan Notaris Pengganti tersirat dalam UUJN bahwa yang dimaksud 
dengan Notaris adalah termasuk pula Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. 
Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa Pasal dalam UUJN yang memberikan tanggung 
jawab yang sama antara Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. 
Notaris Pengganti mempunyai tanggung jawab yang mandiri dalam pembuatan akta. 
Tanggung jawab Notaris Pengganti tidak berakhir meskipun Protokol Notaris telah 
diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Secara 
keseluruhan di dalam UUJN yang membedakan jabatan Notaris Pengganti dengan jabatan 
Notaris adalah pada jabatan Notaris Pengganti tidak disertai adanya instrumen khusus 
untuk memberikan perlindungan hukum melalui pemberian izin dari Majelis Kehormatan 
Notaris terlebih dahulu pada saat terjadi perkara pidana yang diduga berkaitan dengan 
pelaksanaan jabatan Notaris Pengganti.  
 
2) Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris 
Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih 
dahulu. Dari apa yang tertulis tegas dalam UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 66 
ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti sehingga dalam hal ini terdapat suatu 
kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam 
pelaksanaan tugas jabatannya atau dengan kata lain UUJN belum memberikan 
perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh 
Notaris Pengganti adalah berupa Kewajiban Ingkar (verschoningsplitch) dan Hak Ingkar 
(verschoningrecht). Hak Ingkar Notaris Pengganti meskipun tidak disebutkan dalam 
UUJN namun telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang lain. 
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